PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

a. bahwa dalam rangka menarik Penanam Modal dan
meningkatkan Pertumbuhan dan  Perkembangan
perekonomian Daerah, diperlukan pemberian Insentif
dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau
Penanam Modal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Pemberian Insentif dan  Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu
mengatur pedoman pemberian insentif dan pemberian
Kemlidahan Penanaman Modal dengan Peraturan
Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik




4.

Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4861);

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun
2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor
1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

“enetapkan

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i
4.

Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai wunsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Bupati adalah Bupati Poso.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan
Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang
Penanaman Modal dan mendapat pendelegasian
wewenang dari Bupati.

Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah
daerah kepada penanam modal dalam rangka
mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari
pemerintah daerah kepada penanam modal untuk
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman
modal di daerah.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
vang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
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9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDM adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan
modal dalam negeri.

10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat
PMA adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh
penanaman modal asing baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
menanam modal dalam negeri.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan
kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya
kepada penanam modal.

BAB III
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

(1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan
penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif
dan kemudahan kepada calon penanam modal.

(2) Pemberjian insentif dan pemberian kemudahan
dilakukan berdasarkan prinsip :

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;

c. transparansi;

d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 4

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak
Daerah;
b. Pengurangan, peringanan, atau  pembebasan
Retribusi Daerah;
c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
d. Pemberian bantuan modal dan dukungan insentif
lainnya.
(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal
sektor potensial dan peluang kemitraan,;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
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Pasal 5

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk
percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan

kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya

memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan
masyarakat;

b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan
publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk
domestik regional bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,;

g. termasuk skala prioritas tinggi;

h. termasuk pembangunan infrastruktur;

i. melakukan alih teknologi;

j. melakukan industri pionir;

k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau
daerah perbatasan;

. melakganakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi;

m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau
koperasi; dan/atau

n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau
peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA

Pasal 8

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan

diatur sebagai berikut :

a. Penanam  modal dan/atau  penanggung  jawab
perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk;

b. Bupati atau Pejabat yang dltunjuk memberlkan Ja\x aban
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Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian
Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanam Modal.

(2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua : Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian,;
c. Angota: 1. Kepala Badan Penanaman Modal;
2. Kepala Bidang Perizinan;
3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah
(KADINDA); dan
4. Akademisi.

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai

tugas :

a. melakukan  verifikasi  usulan dan pengecekan
kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria
secara terukur;

c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan
bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal,

d. menetapkan urutan penanam modal yang akan
menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal;

e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan
diberikan;

f. menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah
untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan
penerima kemudahan penanaman modal; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan  kegiatan  penanaman modal yang
memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal.

Pasal 11

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh
insentif dan/atau kemudahan penanaman  modal
berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.

BAB VI
DASAR PENILAIAN

Pasal 12

(1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melakukan kajian dan
penilaian terhadap penanaman modal dalam rangka
nemberian incentif dan memberian kemiidahan



BAB VII
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh
insentif dan kemudahan adalah :

a.usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi;

b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan

e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi
pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi
penyusunan kebijjakan dan program, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan
penanaman modal.

Pasal 15

(1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan
penapaman modal dilakukan dengan cara :

a. pemantauan,

b. pembinaan;

c. pengawasan; dan

d. penindakan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, konpilasi,
dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal
untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi
kegiatan pembinaan dan pengawasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
dilakukan dengan cara :

a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada
perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh
persetujuan penanaman modal; dan

b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan
hambatan  yang  dihadapi oleh  perusahaan
PMDN/PMA.

(4) Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud
Ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan
informasi tentang penyimpangan/ pelanggaran
pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan,;

b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek
penanaman modal; dan

e o oo f_ _ S 9 _43a__.._ & o6 e



(1)

(2)

BAB IX
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau
kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan
usaha.

Penerima Insentif yang tidak memberikan Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan
dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis

b. pembatasan kegiatan usaha

c. tidak akan diberikan insentif

Pasal 17

Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan
Pemberian insentif dan pemberian kemudahan
Penanaman Modal kepada Gubernur secara berkala
setiap 1 (satu) Tahun sekali.

Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pengembangan penanaman modal yang memperoleh
insentif dan/atau kemudahan.

Evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
1 (satu) tahun sekali.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal.

Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap pemberian insentif dan
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

a. Semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

b. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut
berakhir; dan

c. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 April 2013
BUPATI POSO,
ttd

PIET INKIRIWANG

me di Poso
mesal 26 April 2013

). =IS DAERAH KABUPATEN POSO

US SONGGO

DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 1



